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Untuk memberikan kompetisi yang sehat

Memberikan secara maksimal partisipasi Pemilik Kedaulatan

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Mengurangi dan/atau menghilangkan dugaan kecurangan dan
penyimpangan dalam Pemilu

Memastikan Terjaganya Hak Politik Rakyat

Memastikan terwujudnya Pemilu yang bersih, trnasparan, berintegritas dari
aspek penyelenggara dan penyelenggaraannya
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Menjadikan Pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik

Mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi
rakyat.
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KONDISI POLITIK TAHUN 2024

UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 ayat 2; Pasal 1 ayat 3; Pasal 22E

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Pileg DPR RI, DPD R}, Pemilihan Gubernur
DPRD Provinsi, DPRD Wagub, Bupati Wakil, —

Kabupaten Kota Walikota Wakil
(14 Februari 2024) (November 2024)

Pemilihan
Presiden
(14 Februari 2024)

Serentak 2024

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
UU No. 7 Tahun 2023 Tentang UU No. 1 Tahun 2015

Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022
Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu Menjadi UU

UU No. 10 Tahun 2016




Dalam menjalankan tugasnya, Penyelanggara Pemilu

' . wajib berpedoman pada Prinsip Penyelenggara Pemilu,
antara lain
\ - Jujur
| - Mandiri

- Adil

- Akuntabel

- Berkepastian hukum
- Aksesbilitas

- Tertib

- Terbuka

- Proposional

- Profesional

- Efektif

- Efisien

- Kepentingan umum

PRINSIP-PRINSIP
Kode Etik Penyelenggara

Pemilu
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Asas Pemilu

BEBAS RAHASIA
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KODE Enk
PENYELEN ARA
PEMILU e

Kode Etik
Penye]enggara Pemily
adalah Suaty kesatuan

Patut atgy, tidak patut
dilakukap, oleh
enyelenggary Pemily,

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH
T
T —



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah Sebagaimana
Telah Diubah Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2019



RUANG LINGKUP KEPP
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Pelanggaran

Administrasi
PEMILU

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH
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Perselisihan Tindak

Hasil PEMILU Pidana

LINGKUP
KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU

PENYELENGGARA
PEMILU

1]/
Sengketa
Administrasi
PEMILU

Vv
Non Tahapan
PEMILU



SISTEM ETIKA PENYELENGGARA PEMILV

ETIKA Peraturan DKPP Nomor _
MATERIL 2 Tahun 2017, Tentang Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Kode Etik dan
UNTUK

Pedoman Perilaku
eielalale Penyelenggara Pemilu
SISTEM ETIKA KEMANDIRIAN, INTEGRITAS

PENYELENGGARA ' DAN KREDIBILITAS

Peraturan DKPP No. 3 Tahun PENYELENGGARA PEMILVU
2017 Tentang Pedoman
Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilu
Sebagaimana telah diubah
SULL Peraturan DKPP No.1Tahun
FORMAL 2021
ACARA

. Peraturan DKPP No. 5
KODE 2l Tahun 2017 Tentang Tim
Pemeriksa Daerah
Sebagaimana Telah
Diubah Peraturan DKPP

PEMILU

No.1Tahun 2019



KERAWANAN DALAM PEMILU

Masalah Hukum Pemilu

Administrasi Pemilu

Pidana Pemilu

Sengketa Proses Pemilu

Sengketa Hasil Pemilu

Kode Etik

Konflik

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

T— e —

Konflik antar pendukung baik eksternal
parpol mapun internal parpol

Konflik Peserta Pemilu dengan
Birokrasi dan/atau Aparat Keamanan

KONFLIK

Konflik Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu

Konflik Peserta Pemilu dengan
Masyarakat yang bukan peserta pemilu



PENGADU DAN/ATAU PELAPOR

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

S ——

a.Penyelenggara Pemilu;
b.Peserta Pemilu;

c. [im kampanye;

d. Masyarakat; dan/atau

e. Pemilih.
f. Rekomendasi DPR



URAIAN PERBUATAN YANG DIADUKAN/DILAPORKAN

./ Dr.RADIAN SYAM, SH. MH

—————

5W + 1H (Who, what, when, where, why + how)

1.Who (siapa melakukan perbuatan) cth. Fulan adalah anggota KPU Kab. Mangga.

2.What (apa bentuk perbuatan) cth. Mengisi form DB-1 tidak sesuai dengan form DA-1 Kec. Pepaya.

3. When (kapan perbuatan dilakukan) cth. Pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tanggal 8 Agustus 2017.
4.Where (di mana perbuatan dilakukan) cth. Di kantor KPU Kab. Mangga

5. Why (mengapa mengapa perbatan dilakukan) cth. Diduga berpihak pada pasangan calon tertentu

6.How (bagaimana cara perbuatan dilakukan) cth. Membuka kotak dan mengambil form DB-1 kemudian mengganti

dengan form DB-1 baru yang tidak sesuai dengan form DA-1 tanpa dihadiri para pihak.



URAIAN PERBUATAN YANG DIADUKAN/DILAPORKAN

_/) Dr.RADIAN SYAM, SH. MH

—

Uraian Pengaduan :

Teradu anggota KPU Kab. Mangga atas nama Fulan, diduga berpihak pada pasangan
calon tertentu karena membuka kotak dan mengambil form DB-1 kemudian mengganti
dengan form DB-1 baru yang tidak sesuai dengan form DA-1 tanpa dihadiri para pihak.
Teradu melakukan tindakan tersebut pada saat rekapitulasi perhitungan suara tanggal 8
Agustus 2017 di kantor KPU Kab. Mangga. Teradu diduga melanggar prinsip kemandirian
penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal .... kode etik dan

pedoman perilaku penyelenggara pemilu.



ALAT BUKTI

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

S ——

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat atau tulisan;

d. petunjuk;

e. keterangan para pihak; atau

f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam
secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau

perforasi yang memiliki makna.



________________________ " Hr setelah pembacaan putusan _ _ _ _ _ _
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: = KPU/BAWASLU KEPUTUSAN : Dr. RADIAN SYAM, SH. MH
3 ] = PPK SEKJEN KPU/BAWASLU LEMBAGA : T ————
= i = PRESIDEN (KPU/BAWASLU) SESUAI PUTUSAN !
e ! DKPP )
1
: ‘ ISI AMAR PUTUSAN:
AMAR PUTUSAN (ATERNATIF) ™~~~ """~ """ """-----------------ooo-oo- Sangsinya :
| Teradu dan/atau Terlapor TERBUKTI MELANGGAR. N\ o~ _;; ;eguga“hte':f‘"s- .
embernentian sementara.
Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima. 8 JFikesmntian WP .

< 30 Hr.
Setelah
Penetapa
Putusan

- ' | Teradu dan/atau Terlapor TIDAK TERBUKTI MELANGGAR. L . IS AMAR PUTUSAN :
maka DKPP MEREHABILITASI

RAPAT PLENO “PENETAPAN PUTUSAN” :
<10 Hr 1) Dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota DKPP yang tidak menjadi pihak
Setelah Sidan

- dalam perkara
ﬁ I 2) Mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP
ditutup/selesai . 3) Menetapkan putusan melalui musyawarah mufakat dan/atau voting.

Pemeriksaal

MELIPUTI:
1) Memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;
: 2) Mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor dibawah sumpah;
I . . . 3) Mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
E : Zkha” setelah registrasi | 4) Mendengarkan keterangan Saksi dibawah sumpah;
: erkara. 5) Mendengarkan keterangan Ahli dibawah sumpah;
:
]

1. PenetapanJadwal Sidang

2. P emanggi'lan Sidang < 5 hari . 6) Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
sebelum sidang. B 7) Memeriksa dan Mengesahkan alat bukti dan barang bukti.
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“Pemilu yang beretika
merupakan suatu
keniscayaan yang
patut diresapi oleh
semua pemangku
kepentingan”

“Aspek politik moral
tidak memiliki
kekuatan filosofi
yang mendalam
yang mengakar
dalam jiwa para

penyelenggara
negqra" Prof. Dr. Jimly asshiddiqie, SH

“"Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu”



Landasan Kode Etik Dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

T —

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001
Tentang Etika Kehidupan Berbangsa;

sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;

Asas Pemilu; dan

Prinsip Penyelenggara Pemilu.




KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika,
dan filosofi yvanmng menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu
berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut
atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu didasari niat Penyelenggara Pemilu bebas atau Penyelenggara Pemilu menempatkan
untuk semata-mata Terselenggaranya menolak campur tangan dan pengaruh segala sesuatu sesuai hak dan

Pemilu sesuai dengan ketentuan yang siapapun yang mempunyai kepentingan kewajibannya

beriaku tanpa adanya kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan

peribadi, kelompok, atau golongan dan/atau putusan yang diambil

Penyelenggara Pemilu melaksanakan Penyelenggara Pemilu melaksanakan
tugas, wewenang dan kewajiban tugas, fungsi dan wewenang sesuai
dilaksanakan dengan penuh tanggung dengan ketentuan peraturan

Jawab damn hasilnya dapat perundang-undangan
dipertanggungjawablkanmn sesuai dengan

kKetentuan peraturan perundang-

undangan

Kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu melaksanakan Penyelenggara Pemilu memberikan
Penyelenggara Pemilu bagi tugas, fungsi dan wewenang sesuai akses inforrmasi yang seluas-luasnya
Ppenyandang disabilitas guna dengan peraturan perundang - kepada masyarakat sesuai kaedah
Mmevwujudkanm kesamaan kesaempatanmn undangan, keteraturan, keserasian, keterbukaan INnforrmasi publilk

danmn keseimbangan

Penyelenggara Pemilu menjaga Penyelenggara Pemilu memahami Penyelenggara Pemilu

keseimbangan antara kepentingan Tugas, wewenang danmn kewajiban Prenyelenggaraan Pemilu

pribadi danmn kepentingan urmurm dengan didukung keahliam atas dilaksanakan sesuai rencanmna

uNntulk MmMevwwwujudican keadilanm dasar pengetahuan, keterampilan, tahapan dengan tepat walktu
dan wawasan luas

Penyelenggara Pemilu Penyelenggara Pemilu
memanfaatikan sumMmberdaya, sarana, mendahulukanmn kepentingan urmurnm
dan prasarana dalam dengan cara yang aspiratif,
Ppenyelenggaraan Pemilu sesuas akomodatif, danmn seleiktif

prosedur damn tepat sasaran

Sumber: Peraturan DKPP No. 2 Tabhun 2077



DIMENSI PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Mengawal Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil & Berintegritas

TUJUAN

Penegakan Kode

Etik Penyelenggara
/ Pemilu \

Hukum Materil & Formil Pemilu yang Kredibilitas & Integritas
memberikan kepastian Penyelenggara Pemilu

MODALITAS TINDAKAN




Pemilu yang adil dan berintegritas adalah Pemilu yang

. c . Dr. RADIAN SYAM, SH. MH
diselenggarakan sesuai prinsip demokrasi, prinsip

T——
konstitusional pemilu dan menurut cara yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimensi

Tujuan:
Pemilu Adil &
Berintegritas

Keadilan pemilu tidak semata-mata dalam konteks
memperlakukan peserta dan pemilih secara setara dan
proporsional, namun juga adil secara struktural, sistem
norma dan penyelenggaraan memang didesain untuk
menciptakan kondisi yang setara antar-seluruh pihak
yang terlibat dalam pemilu.




Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Etika = Moral = Hukum




PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemily;

Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga
penyelenggara Pemilu;

Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang
dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau
sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu dan
pemangku kepentingan Pemilu;

Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan
dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk
yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak
memilihnya.

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

T —
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Kode Etik Penyelenggara Pemilu

TUJUAN:
Kode Etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH (g

R —

ASAS PENYELENGGARA PEMILU:
Mandiri

—

Jujur

Adil Prinsip Dasar Etika dan Perilaku:
Kepastian hukum . Asas mandiri dan adil;
Tertib . Asas kepastian hukum;

Kepentingan umum . Asas kejujujran, keterbukaan,dan
Keterbukaan akuntabilitas;

Proporsionalitas . Asas Kepeningan umum;
Profesionalitas 5. Asas Proposrionallitas;

. Akuntabilitas 6. Asas profesionalitas, efisiensi dan efktifitas.

© ©® N O oA 0N

. Efisiensi, dan
. Efektifitas.




Mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila
‘ dan Menjalankan Konstitusi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara;

Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

T ——————

Urgensi beretika
dan berintegritas
dalam mengamobil ‘ Menjunjung tinggi etika dan integritas;

keputusan dan/atau

kebijakan

‘ Taat asas hukum




Putusan DKPP RI Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

DPRD Kabupaten /Kota; 2) Pengurangan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten /Kota
3) perubahan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota, di luar daftar Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota yang disjukan ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
pada tanggal 1 sd. 14 Mei 2023. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Para Teradu
menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada KPU Provinsi/KIP
Acch, KPU/KIP Kabupaten Kota dengan Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 perihal
asi Administrasi

Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifi
Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota [vide Bukti P-18]
sebagai penjelasan implementasi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL01.4-
SD/05/2023, Surat KPU RI Nomor 496 /PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat KPU Nomor
505/PL.01.4-8D/05/2023. Bahwa Para Teradu berdalih surat a quo memuat
perintah yarig jelas kepada KPU Provinsi/KIP Acch, KPU/KIP Kabupaten Kota untuk
memberikan  kesempatan kepadaPartai | Politik Peserta Pemily juntuk dapat
mengajukan, kembali bakal calon Karena pengajuan sebelumnya belum lengkap,
akibat kepdala SILON sepanjang Parfai tersebut telah mengajukan bakal calon pada
rentang waktu tanggal 1-14 Mei 2023

Terungkap fakta dalam_persidangan, berkenaan dengan pelaksanaan Surat
Nomor '495/PL.01.4-SD/05/2023) di Provinsi Kalimantan ~Tumur ~terdapat
permasalahan, yaitu pada masa pengajuan kembali Bakal Calon Partai Garuda akibat
kendala SILON ternyata ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur adanya
penambahan jumlah Bakal Calon yang semula berjumlah 28 (dua puluh delapan)
menjadi 52 (lima puluh dua), Terhadap fakta ini, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan
Timur mengampaikan saran perbsikan kepada KPU Provinsi-Kalimantan Timur
dengan Surat Nomor 045/ PM.02/K.KI/05/2023 tertanggal 29 Mei 2023 (Vide Bukti
PT-22), dengan_ meminta ~kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur hanya
melaksanakan verifikasi administrasi terhadap 28 [dua puluh-delapan) bakal calon
Anggota DPRD Partai Garuda dan tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap
24 (dua puluh empat) bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang
baru diajukan_pada tanggal 19 Mei 2023, Menindaklanjuti Sufat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 035/PM.02/ K K1/05/2023, KPU Provinsi Kalimantan Timur
menerbitkan Surat Nomor 371/PL.01.4-SD/ 64/2023, tertanggal 1 Juni 2023 (Vide
Bukti PT-9), yang pada pokoknya menerangkan’ 1) Berdasarkan registrasi
pendaftaran pengajuan bakal calon-anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Partai
Garuda mendaftar pada tanggal 14 Mei 2023, Pukul 21 52 Wita; 2) Pada tanggal 19
Mei 2023, Pukul 09.50 Wita, Partai Garuda mengkonfirmasi untuk menyelesaikan
sisa bakal calon yang belum sempat terinput dalam SILON sesuai Surat Nomor
495/PL.01.4-SD/05/2023. Maka, scbagai bentuk pelayanan kepada Partai Politik
Peserta Pemilu, KPU Provinsi Kalimantan Timur membuka kembali akses Silon
kepada Partai Garuda agar dapat melakukan penginputan sisadata bakal calon yang
belum sempat terinput. Pada pukul 20.13 Wita, Partai Garuda menyelesaikan input
sisa data dan mendapatkan tanda terima Serta Berita Acdra Pencrimaan. Sehubungan
dengan hal tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan tahapan
pengajuan sesuai dengan PKPU 10/2023 dan ketentuan yang berlaku lainnya. Bahwa
karena KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak menanggapi saran perbaikan yang
disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, maka Bawasli Provinsi
Kalimantan Timur kemudian menjadikan peristiwa terscbut sebagai temuan

dan kemudian temuan
tersebut kepada Para Pengadu. Bahwa kemudian Para Pengadu melakukan proses
dengan sidang terbuka dan telah

diputus dengan Putusan Nomor 001 /TM /ADM.PL.BWSL/00.00/VI/2023 tertanggal 5
Juli Tahun 2023 dengan amar Putusan yakni: 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara
sah dan m melakukan Pemilu; 2)

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELEN GGARA PEMILU

teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulang atau melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan perundang-undangan (Vide Bukti P-19 , T-18). Bahwa terhadap
putusan Bawaslu Para Teradu berdalih tidak ada perintah kepada KPU Provinsi
Kalimantan Timur untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara mekanisme dan
prosedur pelaksanaan tahapan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Timur dari Partai Garuda, hal ini dikuatkan dengan keterangan Pihak
Terkait KPU Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa Para Teradu memberikan apresiasi
kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang telah melakukan pengawasan
terhadap pelaksanan Surat Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 yang dilakukan oleh
KPU Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa Para Teradu berdalih scharusnya hal yang
sama dilakukan pula oleh Para Pengadu terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat,
termasuk tethadap Para Teradu schingga tidak melakukan pengadiian ke DKPP
Terhadap dalib terscbut, Para Pengadu mensjelaskan bshwa peristiwa yang sama tidak
terjadi di  KPU. in casu Para Teradu. Sedangkan terhadap Provinsi lainnya Para
Pengadu berdalih bahwa yang|diproses menjadi temuan pelanggaran administrasi
hanya di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan - serangkaian fakta-fakta diatas, DKPP menilai_tindakan para
Teradu 'meperbitkan Surat Nomor | 495/PL.014-SD/05/2023] Surat Nomor
496/PL.01.4-SD/05/2023; ~dan Surat  Nomor S05/PL01.4-SDf05/2023, dapat
dibenarkan menurut hukum dan etika, sehingga dalil Para Pengadu yang menyatakan
Para Teradu melaksanakan tahapan pencalonan di luar jadwal tidak terbukti. Para
Teradu telah bertindak cermat untuk mermberikan jaminan hak konstitusional bagi
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Para Teradu memibki kewajiban
memberikan saluisi atas kendala pengajuan bakal.calon akibat akses SILON yang
terganggu schingga partai politik tidak dapat melakular input data bakal calon pada
masa pengajuan bakal calon pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 sesuai dengan jadwal
tahapan sebagaimana-diatur. dalam lampiran 1 PKPU Nomor 10/2023. Walaupun
demikian, DKPP periu mengingatkan kepada Para Téradu agar lebih meningkatkan
pelayanan dalam ‘hal akses jaringan SILON sehingga dapat’ dipergunakan dan
membantu para Peserta Pemilu 2024 tanpa adanya’ permasalahan  yang
mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilu 2024.Demildan pula terhadap
permasalahan penamibahan jumlah bakal calon yang diajukan diluar jadwal yang
dilakukan KPU Provinsi Kalimatan Timur_sehartisnya dilakukan perbaikan sesuai
kewenangan yang dimiliki KPU Provinai Kalimantan Timur, sekalipun dalam putusan
Bawaslu tidak memerintahkan perbaikan yang dimaksud. Sesungguhnya Pemilu yang
beretika merupakan suatu keniscayaan yang patut diresapi oleh semua pemangku
kepentingan_termasuk Para Penyelenggara Pemilu. Artinya, Pemily jangan dilihat
semata mata pada sebuah rutnitas setiap  (lima) tahun sekali namun harus dilihat
bahwa didalam Pemils terdapat nilai-nilai suci yang terkandung didalamnya, karena
ada hak Kanstitusional setiap warga negara dan pescria Pemilu yang wajib di
muliakan. Dengan demikian dalil aduari' Para Pengadu tidak terbulti dan jawaban
Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan
untuk mempertimbangkan.

IILKESIMPULAN
Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan
di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa dan mendengar
jawaban Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, memeriksa dan
mendengar keterangan Pihak Terkait, memeriksa dan mendengar keterangan Ahli dan

“Tidak ada sistem Pemilu yang sempurna,
bagaimana kita menjadikan pemilu
sebagai media membangun bangsa”, sehingga
dilihat dari pemaknaan
seharusnya Para Pihak khususnya Para
Pengadu dan Para Teradu mampu saling
mengesampingkan “ego sectoral”’, selayaknya
Pemilu tersebut mampu membangun citra diri
yang bermoral dan beretika sebagaimana cita-
cita pendiri bangsa (founding fathers)..

ini  maka

Sesungguhnya Pemilu yang beretika merupakan suatu
keniscayaan yang patut diresapi oleh semua pemangku
kepentingan termasuk Para Penyelenggara Pemilu.
Artinya, Pemilu jangan dilihat semata mata pada
sebuah rutinitas setiap 5 (lima
harus dilihat bahwa didalam Pemilu terdapat nilai-nilai
suci yang terkandung didalamnya, karena ada hak
Konstitusional setiap warga negara dan peserta Pemilu
yang wajib di muliakan.

tahun sekali namun

N KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Legislatif. Pasal 93 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menimbulkan pemaknaan yang
berbeda bagi Para Pengadu dan Para Teradu, namun seharusnya hal tersebut tidak
menjadi penyebab timbulnya ego sectoral diantara kedua belah pihak. Para Pengadu
dan Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi
lebih mengedepankan keharmonisan di dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pemilu.

Berdasarkan serangkaian fakta-fakta diatas, DKPP menilai tindakan Para
Teradu terkait dugaan membatasi tugas pengawasan akses data dan dokumen pada
SILON yang dilakukan olch Para Teradu tidak bertentangan dengan hukum. Para
Teradu telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan Pasal 251 UU Pemilu telah tegas mengatur kewenangan Para
Pengadu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan
administrasi bakal Calon Legislatif Tahun 2024 yang dilakukan olcH Para Teradu
Bahwa kewenangan untuk memerimadan verifikasi dokusen ) administrasi
persyaratan bakal Calon Legislatif Taktin 2024 adalah Para Teradu. Namun demikian,
secara etika sepatutnya Para Teradu dan Para Pengadu sebagai satu kesatuan fungsi
lembaga Penyelenggara Pemilu saling:bekerja sama dalam setiap tahapan baik Pemilu
Tahun 2024. Terkait dengan-data dan dokumen dalam SILON, kedepannya DKPP
perlu mencgaskan dan_memerintahkan kepada Para Teradu agar dapat membuka
akses data dan dokumen dalam SILON kepada scsama Penyelenggara Pemilu. Benar
bahwa data pribadi dapat dikecualikan untuk diakses publik berdasarkan UU Nomor
14 Tahun 2008, walaupun demikian untuk kedepannya terhadap data dan dokumen
bakal Calon_Legislatif Tahun 2024, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan
bakal Calon Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah, kiranya tidak perlu diterapkan
sepanjang tethadap Sesama Penyelenggara Pemilu i casu Para Pengadu dem
kemanfaatan dan_cfektivitas_pelaksanaan Pemilu danPilkada Tahun 2024 serta
pengawasan berjalan dengan maksimal dan optimal bukan hanya sckedar formalitas
saja. SILON memang bukan instrumen inti dalam melakukan tahapan Pencalonan
dan hanya alat bantu bagi KPU in easu Para Teradu,

DKPP perlumenjelaskan kedudukan diantara, Penyelenggara Pemilu.
diatur pada ketentuan Pasal 22E/ayat (5) UUD NRI\Tahun 1945 yang berbun

‘emilihan wmum " diselenggarakan/ oleh suatu pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri™- Arti kata “komisi pemilihan umum” telah dijelaskan oleh
Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 11/ PUU-VIIL/2010, yang pada pokoknya
tidak merujuk kepada sebualt nama institiisi, tetapi menunjuk pada kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu yang/ bersifat nasional, tetap dan mandiri. Maka dapat
diartikan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP pln harus diartikan sebagai lembaga yang
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Menujuk pada keterangan
Ahli dalam sidang DKPP, Prof. Muhammad menerangkan bahwa meskipun diantara
ketiga lembaga. fungsi m , haruislah memilili
tanggung jawab bersam ktif untuk judiks pemilu yang
berkualitas dan ‘berintegritas. KPU, Bawaslu dan DKPP adalah’lembaga yang
diberikan amanah untuk menyclenggarakan pemilu kiranya perlu mengesampingkan
“ego sectoral® demi harmonisnya hubungan diantara Penyelenggara Pemilu itu
sendiri. Sikap saling menghargai dan menghormati tugas, kewajiban dan kewenangan
diantara Penyelenggara wajib diterapkan dengan memedomani Pasal 19 huruf c
Peraturan DKPP Nomor 2/2017 yang berbunyi ‘menghargai dan menghormati sesama
lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan®. Dengan demikian, baik
KPU, Bawaslu dan DKPP untuk kedepannya mampu diharapkan menjadi
Penyelenggara  Pemilu yang berintegritas dan berkualitas demi Pemilu yang
bermartabat
Para Teradu juga wajib memperlakukan sesama Penyelenggara Pemilu dengan wajar
dan saling menghormati dengan membuka akses SILON kepada Para Pengadu. DKPP
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perlu mengingatkan bahwa memang “Tidak ada sistem Pemilu yang sempurma, tetapi
bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai media membangun bangsa®, sehingga jika
dilihat dari pemaknaan ini maka scharusnya Para Pihak khususnya Para Pengadu
dan Para Teradu mampu saling mengesampingkan “ego sectoral’, selayaknya Pemilu
tersebut mampu membangun citra diri yang bermoral dan beretika sebagaimana cita
cita pendiri bangsa (founding fathers). Dengan demikian, dalil aduan Para Pengadu
tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak
terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyclenggara
Pemilu.
(4.33) Berkenaan pokok aduan pada angka [4.1.2), pada pokoknya Para Teradu
diduga melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan Pemilu yakni
berkaitan deigan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwaldlan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten/Kota, Terungkap fakta datam persidangan, bahwa benar dalam jangka
waktu tanggal 15:19 Mei 2023, Para Teradu mendapatkan laporan dari beberapa
Partai Politik yakni Partai Butuh; Partai Kebangkitan Nusantara, Pamtai Perindo,
Partai Ummat, " Partai - Gelombang ;Rakyat Indonesia_(Gelora), Partai| Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nufani Rakyat
(Hanura), Partai Demokrat, dan Paftai Solidaritas Indonesia (PS]) i tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota berkenaan dengan kendala Silon (Vide BuktiT-17). Bahwa
benar untuk. mengantisipasi kendala dari Partai Politik tersebut, Para Teradu
menerbitkan 3 surat setelah jadwal dan tahapan Pengajuan Bakal Calon Legislatif
Tahun 2024, Surat terscbut diantaranya adalah: pertama Surat Nemor/495/PL.01.4
SD/05/2023, perihal pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON.dari Partai Buruh, Partai Kebangkitan
Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat tertanggal 17 Mei 2023
(Vide. Bulkti T-1), %edua Surat Nomor 496/FL014-SD/05/2023, perihal pengajuan
kembali bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD-Kabupaten/Kota akibat
kendala SILON dari Partai Gelora dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tertanggal
17 Mei 2023 (Vide: Bukti T-2), ketiga Surat Nemor 505,/PL.01.4-SD/05/2023, perihal
pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD, Provinsi dan DFRD Kabupaten/Kota
akibat kendala SILON >dari Parfai Kebangkitan Bang<a dan Partai Solidaritas
Indonesia tertanggal 20 Mei 2023 (Vide, Bukti\ T-3) Bahwa ketiga surat tersebut
bertujuan untuk mempefakukan Peserta Pemilu Secara adil dan setara. Para Teradu
berdalih terhadap ketiga surat dimaksudkan antuk melayani Partai Politik yang
terkendala akses SILON pada masa pendaftaran; dan tidak ada satupun niat untuk
melaksanakan tahapan diluar jadwal yang telah ditetapkan, melainkan mencari solusi
atas permasalahan yang terjadi pada proscs pencalonan anggota DPR dan DPRD.
Pada surat aquo angka 1 jelas berbunyi “KPU Provisi dan KPU Kabupaten/Kota dapat
menerima kembali péngajuan | bakal calon Anggota DPRD- Provinsi dan DPRD
Kabupaten/ Kota oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal
calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beluim lengkap disampaikan
alui SILON sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon
tanggal 1-14 Mei 2023". Bahwa setelah terbitnya ketiga surat a quo, Para Pengadu
menerbitkan Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap
Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/ PL.01.4-SD, 3 terhadap Surat KPU
RI Nomor 496/PLO01.4-SD/05/2023, dan Surat KPU RI Nomor 505/PLO14
sD, 23, tertanggal 26 Mei 2023. Surat Edaran a quo pada pokoknya
memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
melakukan pengawasan atas pelaksanan ketiga surat yang diterbitkan olch Para
Teradu dan memastikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal input data ke SILON
tidak mengajukan: 1) penambahan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota
s
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